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Abstrak
Jaminan kesehatan adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pem-
biayaan kesehatan yang dikeluarkan masyarakat. Sebagian besar
masyarakat perdesaan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai tingkat
kemampuan membayar pelayanan kesehatan rendah belum mempunyai
jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan
jaminan dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat dae-
rah. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain stu-
di cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga di
Kabupaten Banyumas dengan jumlah sampel 130 orang. Metode analisis
yang digunakan meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat.
Penelitian menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten
Banyumas (72,3%) membutuhkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Terdapat hubungan antara pendidikan, pengetahuan, pendapatan, dan
keyakinan terhadap mutu pelayanan kesehatan serta pola pembiayaan ke-
sehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Persepsi berpengaruh terhadap tarif
pelayanan kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Persepsi terhadap tarif
pelayanan kesehatan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap ke-
butuhan Jamkesda. 
Kata kunci: Kebutuhan, pembiayaan kesehatan daerah, jaminan kese-
hatan
Abstract
Health insurance is one of the ways to reduce the burden of health finan-
cing issued by the society. Most communities in Banyumas district living in
rural areas do not have health insurance. Rural communities in Banyumas
district have low ability to pay health care services. The aim of this study is
to analyze the health insurance needs of local communities and the factors
that affect the public health insurance need of the area. This study is an ob-
servational study with survey research methods. This study used cross sec-
tional approach. The study population was all households in Banyumas dis-
trict. The research sample consisted of 130 people. Retrieval research da-
ta used a questionnaire instrument. Analysis of research data used univaria-
te, bivariate, and multivariate. The research was conducted in Banyumas
district. Most people in Banyumas district (72,3%) required regional health
insurance. The result showed no relationship between education, know-
ledge, income, beliefs in health care quality and patterns of health financing
in local communities needs of health insurance. The result showed the in-
fluence perceptions of health care rates with the health insurance needs of
local communities. Perceptions of health care is a variable rate which affects
the health insurance needs of local communities.
Key words: Needs, district health financing, health insurance
Pendahuluan
Saat ini, sekitar 60% pembiayaan kesehatan ditang-
gung oleh rumah tangga dalam bentuk pembayaran lang-
sung kepada penyedia pelayanan kesehatan (out of pocket
payment). Pembayaran tersebut berpotensi menyebabkan
pemiskinan, anggota rumah tangga yang mengalami sakit
berat dengan biaya mahal menghadapi “malapetaka”
keuangan rumah tangga. Jaminan kesehatan merupakan
salah satu cara untuk mengurangi beban pembiayaan ke-
sehatan yang dikeluarkan oleh setiap individu warga
masyarakat. Sayangnya, di Indonesia sampai saat ini jum-
lah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan
masih sangat terbatas, kurang dari 20% dari total pen-
duduk. Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh agar
masyarakat mau terlibat dalam pengembangan sistem
jaminan kesehatan melalui partisipasi aktif dalam berba-
gai sistem jaminan kesehatan. Masyarakat tidak perlu “di-
 
Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 1, Agustus 2012
paksa” untuk didaftar oleh pemerintah, tetapi harus
sukarela mendaftarkan diri dalam berbagai program
jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan diperlukan bagi perdesaan mau-
pun perkotaan. Sebagai contoh, Yogyakarta telah memi-
liki kebijakan untuk menjamin warga kota, khususnya
masyarakat miskin oleh program jaminan kesehatan
seperti asuransi kesehatan, jaminan kesehatan masya-
rakat (Jamkesmas), dan jaminan kesehatan sosial.1
Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat,
terutama masyarakat miskin sangat diperlukan termasuk
di Kabupaten Banyumas. Dari tahun ke tahun banyak
masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum mempu-
nyai jaminan kesehatan. Tahun 2009, pemerintah
Kabupaten Banyumas harus menganggarkan pengelua-
ran sampai Rp3,1 miliar untuk subsidi kesehatan bagi
masyarakat yang tidak mampu dan pada bulan Juli tahun
2009 anggaran tersebut telah habis. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, jumlah keluar-
ga miskin di Kabupaten Banyumas tercatat 160.157
kepala keluarga (KK). Apabila setiap KK rata-rata mem-
punyai 4 anggota keluarga maka warga miskin di
Kabupaten Banyumas berjumlah sekitar 640.628 jiwa,
padahal kuota Jamkesmas yang diberikan pemerintah
pusat kepada Kabupaten Banyumas mencapai 658.945
orang dan nonkuota Jamkesmas sejumlah 94.290 jiwa.
Selain warga miskin nonkuota Jamkesmas, sebagian be-
sar masyarakat Kabupaten Banyumas di wilayah perde-
saan cenderung belum mempunyai jaminan pelayanan
kesehatan dan kemampuan membayar pelayanan kese-
hatan yang masih rendah.
Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk
membayar pelayanan kesehatan di Kabupaten
Banyumas yang tidak mempunyai jaminan pelayanan
kesehatan menunjukkan rata-rata kemampuan
membayar pelayanan rawat jalan puskesmas
Rp23.990,81 dan rata-rata kemauan membayar
pelayanan rawat jalan puskesmas Rp7.085,71. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa kemauan membayar
masyarakat masih di bawah kemampuan membayar
pelayanan rawat jalan dan unit cost biaya pelayanan
rawat jalan puskesmas. Kemampuan membayar
pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas
untuk memanfaatkan pelayanan rawat inap jauh lebih
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak
masyarakat yang tidak terlindungi jaminan peme-
liharaan kesehatan terutama masyarakat yang
mempunyai mata pencaharian sebagai petani,
pedagang, dan buruh di Kabupaten Banyumas.2
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kebutuhan jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) di wilayah perdesaan
Kabupaten Banyumas dan faktor-faktor yang me-
mengaruhinya 
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian observasional
dengan desain studi cross sectional. Penarikan sampel
dilakukan secara acak dan didapatkan jumlah sampel
minimal sebesar 130 orang yang terbagi secara propor-
sional di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kembaran,
Kecamatan Sumbang, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan
Cilongok, dan Kecamatan Baturaden. 
Hasil 
Sebagian besar responden berusia antara 20 – 50
tahun (73,8%), sebagian besar responden berjenis ke-
lamin laki-laki (53,8%), dan sebagian besar responden
berpendidikan dasar (73,8%). Responden sebagian besar
mempunyai pekerjaan sebagai buruh (32,3%) dan peda-
gang (32,3%). Responden sebagian besar mempunyai
tingkat pendapatan yang sedang yakni 71,5% (Tabel 1).
Sebagian besar responden (65,4%) mempunyai
pengetahuan baik tentang Jamkesda dan sisanya (34,6%)
mempunyai pengetahuan kurang baik tentang Jamkesda.
Mayoritas responden (59,2%) mempunyai kepercayaan
baik tentang mutu pemberi pelayanan kesehatan (PPK)
dan sisanya (40,8%) mempunyai kepercayaan kurang
baik tentang mutu PPK. Sebagian besar responden
(54,6%) mempunyai pola pembiayaan kesehatan baik
dan sisanya (45,4%) mempunyai pola pembiayaan
kesehatan kurang baik. Mayoritas responden (59,2%)
mempersepsikan tarif pelayanan kesehatan baik dan
sisanya (40,8%) mempersepsikan tarif pelayanan
kesehatan kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan
sebagian besar responden (72,3%) membutuhkan
Jamkesda dan sisanya (27,7%) tidak membutuhkan
Jamkesda (Tabel 2).
Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan Ranks
Spearman diketahui bahwa pengetahuan tentang
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Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel Kategori Frekuensi   Persentase 
Umur < 20 tahun 1 0,8
20 – 50 tahun 96 73,8
50 tahun ke atas 33 25,4
Jenis kelamin Laki – laki 70 53,8
Perempuan 60 46,2
Tingkat pendidikan Tidak sekolah 5 3,8
Pendidikan dasar 96 73,8
Pendidikan menengah 23 17,7
Perguruan tinggi 6 4,6




Karyawan swasta 1 0,8
Ibu rumah tangga 26 20,0
Pendapatan Rendah 8 6,2
Sedang 93 71,5
Tinggi 29 22,3
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Jamkesda (0,017) dan persepsi terhadap tarif pelayanan
kesehatan (0,003) adalah variabel yang berhubungan
terhadap kebutuhan Jamkesda sebab mempunyai nilai
signifikansi p ≤ 0,025 (Tabel 3).
Analisis multivariat dalam penelitian ini menggu-
nakan analisis regresi logistik dengan metode Backward
Wald. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik menun-
jukkan bahwa tidak terdapat pengaruh bersama semua
variabel penelitian meliputi pendidikan, pendapatan,
pengetahuan tentang Jamkesda, kepercayaan terhadap
mutu pelayanan kesehatan, dan pola pembiayaan kese-
hatan terhadap kebutuhan Jamkesda. Persepsi terhadap
tarif pelayanan kesehatan adalah variabel penelitian yang
paling berpengaruh terhadap kebutuhan Jamkesda (Tabel
4).
Pembahasan
Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar
masyarakat Kabupaten Banyumas (72,3%) mem-
butuhkan Jamkesda. Hal ini menunjukkan tingkat
kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pembiayaan
kesehatan. Mereka semakin sadar ketidakmampuan
mengakses pelayanan rawat inap. Hal tersebut sesuai
dengan hasil penelitian analisis kemampuan dan
kemauan membayar pelayanan kesehatan di Kabupaten
Banyumas pada masyarakat yang tidak mempunyai
jaminan pelayanan kesehatan. Rata-rata kemampuan
membayar pelayanan rawat jalan puskesmas di
Kabupaten Banyumas adalah Rp23.990,81 dan rata-rata
kemauan membayar pelayanan rawat jalan puskesmas di
Kabupaten Banyumas adalah Rp7.085,71. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kemauan membayar pelayanan
rawat jalan masyarakat di puskesmas masih di bawah
kemampuan bayar pelayanan rawat jalan puskesmas dan
unit cost biaya pelayanan rawat jalan puskesmas. Dalam
memanfaatkan pelayanan rawat inap, kemampuan bayar
pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas
jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih
banyak masyarakat yang tidak terlindungi jaminan
pemeliharaan kesehatan terutama masyarakat yang
mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pedagang,
maupun buruh di Kabupaten Banyumas.2
Penelitian pada masyarakat wilayah perdesaan di
Ghana menemukan fakta bahwa dengan cakupan asu-
ransi yang baru mencapai 35% dari jumlah populasi pen-
duduk, masyarakat mengaku cukup puas dengan pelaya-
nan kesehatan dan premi yang mereka bayar. Skema
pembiayaan tersebut dirasakan membantu meringankan
beban ekonomi warga ketika sakit.3 Pembentukan model
asuransi kesehatan untuk pelayanan kesehatan akibat
penyakit demam berdarah di Kamboja juga dirasakan
meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.4
Di sisi lain, pemberian jaminan pemeliharaan kese-
hatan pada masyarakat dengan pembiayaan ditanggung
sepenuhnya oleh masyarakat dapat mengakibatkan pem-
bengkakan biaya pelayanan kesehatan. Terdapat fakta di
beberapa negara berkembang bahwa pemberian perlin-
dungan secara finansial terhadap pelayanan kesehatan
dalam bentuk jaminan kesehatan justru memperbesar
biaya pelayanan kesehatan akibat peningkatan pema-
kaian pelayanan kesehatan yang tidak perlu. Penggunaan
pelayanan kesehatan secara berlebihan tersebut di-
lakukan oleh masyarakat near poor dengan mendaftar-
kan diri sebagai masyarakat miskin agar memperoleh
jaminan kesehatan. Bahkan berkembang pula kenyataan
bahwa cakupan asuransi kesehatan yang berkembang
saat ini mereduksi perilaku preventif masyarakat dalam
pemeliharaan kesehatan mereka.5
Evaluasi penetapan tarif pelayanan esensial menun-
jukkan bahwa pengelolaan dana dengan penggantian bia-
ya (klaim) pada jaminan kesehatan mengakibatkan ke-
naikan biaya yang cukup tajam.6 Tingkat kebutuhan
jaminan pemeliharaan kesehatan yang tinggi disebabkan
oleh pengeluaran pembiayaan pelayanan kesehatan
keluarga yang tinggi. Beberapa faktor yang memengaruhi
demand terhadap pelayanan kesehatan adalah variabel
demografi, status kesehatan, perilaku kesehatan, dan
pendidikan.7
Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan Jamkesda
sangat diperlukan sehingga tidak menyebabkan keter-
gantungan pada pemerintah daerah. Akan tetapi,
dukungan dari semua stakeholder termasuk pemerintah
adalah faktor utama selain faktor kesiapan sumber daya
5
Tabel 2. Hasil Analisis Univariat
Variabel Kategori n             %
Pengetahuan Jamkesda Kurang baik 45 34,6
Baik 85 65,4
Kepercayaan mutu pelayanan Kurang baik 53 40,8
Baik 77 59,2
Pola pembiayaan kesehatan Kurang baik 59 45,4
Baik 71 54,6
Persepsi tarif pelayanan kesehatan Kurang baik 53 40,8
Baik 77 59,2
Kebutuhan Jamkesda Tidak 36 27,7
Ya 94 72,3




Pengetahuan tentang Jamkesda 0,017*
Kepercayaan tentang mutu pelayanan kesehatan 0,898
Pola pembiayaan kesehatan 0,192
Persepsi terhadap tarif pelayanan kesehatan 0,003*
Keterangan:
*Ada hubungan
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manusia, kesiapan fasilitas pendukung, dan penetapan
kriteria masyarakat yang layak mendapatkan jaminan ke-
sehatan.8 Penelitian Jamkesda di Kabupaten Sinjai me-
nunjukkan bahwa sebagian besar peserta Jamkesda Sinjai
menganggap benefit package sesuai dengan harapan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Jamkesda
Sinjai dan stakeholder berharap eksistensi Jamkesda
harus ditingkatkan dengan peningkatan premi dan sub-
sidi keluarga miskin, serta pengelolaan sumber dana lain
untuk membiayai Jamkesda.9
Penelitian ini menemukan tidak terdapat hubungan
antara tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan,
keyakinan terhadap mutu pelayanan, dan pola pembiaya-
an kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Namun, ter-
dapat hubungan antara persepsi tentang tarif pelayanan
kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda.
Hasil tersebut tidak sesuai dengan pernyataan bahwa
kebutuhan dan demand terhadap kesehatan sangat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya, dan
keadaan sosial ekonomi. Jika ketiganya baik maka secara
relatif kebutuhan dan demand terhadap kesehatan akan
tinggi. Sebaliknya, tuntutan terhadap kesehatan akan
menurun apabila tingkat pendidikan, keadaan sosial bu-
daya, dan sosial ekonomi belum memuaskan atau tidak
memungkinkan untuk menjangkau pelayanan kese-
hatan.10 Hasil tersebut juga tidak sesuai dengan hasil
penelitian sebelumnya bahwa berbagai faktor yang
memengaruhi permintaan asuransi meliputi variabel pen-
didikan, usia, jumlah anak, dan pekerjaan.11
Berbagai faktor yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di Afrika
adalah lokasi tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan,
pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, sanitasi
lingkungan, umur, kebiasaan merokok, dan status
perkawinan.12 Penelitian pada masyarakat petani di Cina
menemukan bahwa pekerjaan orang tua memengaruhi
pemilihan paket asuransi kesehatan bagi anak usia seko-
lah.13
Demand pelayanan kesehatan dipengaruhi beberapa
faktor pendapatan, kenaikan penghasilan keluarga akan
meningkatkan demand untuk pelayanan kesehatan.14
Hasil analisis secara ekonometri menunjukkan bahwa
kondisi ekonomi rumah tangga yang berkaitan dengan
responden mempunyai pengaruh yang signifikan terha-
dap kemauan untuk membayar.15 Penelitian lain menya-
takan tingkat pendapatan mempunyai hubungan yang
signifikan terhadap keputusan responden untuk mau
membayar.16
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian tentang
faktor-faktor yang memengaruhi kesinambungan kepe-
sertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
(JPKM) Kabupaten Purbalingga bahwa keterjangkauan
biaya premi berhubungan dengan kesinambungan kepe-
sertaan. Responden yang mempunyai persepsi baik ter-
hadap tarif pelayanan lebih membutuhkan (81,8%) di-
bandingkan dengan responden yang mempunyai persep-
si kurang baik terhadap tarif pelayanan (58,5%).17
Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan terdapat
perbedaaan proporsi responden dengan berbagai tingkat-
an pendidikan dengan kebutuhan Jamkesmas. Tidak ter-
dapat perbedaan secara statistik ini yang menyebabkan ti-
dak terdapat hubungan antara pendidikan dengan kebu-
tuhan Jamkesda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proporsi responden yang paling membutuhkan
Jamkesmas adalah yang berpendidikan dasar (77,1%)
dan yang terendah adalah yang tidak sekolah (40,0%).
Namun, tidak terdapat perbedaan proporsi responden
antara berbagai tingkat pendapatan. Seharusnya respon-
den yang berpendapatan rendah lebih membutuhkan di-
bandingkan responden yang berpendapatan lebih tinggi.
Proporsi responden berpendapatan rendah yang membu-
tuhkan Jamkesda sebesar 75,0%, yang berpendapatan se-
dang sebesar 75,3%, dan yang berpendapatan tinggi se-
besar 72,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua
tingkat pendidikan membutuhkan Jamkesda. Fenomena
ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Secara
teoretis, seseorang dengan pengetahuan yang baik ten-
tang Jamkesda akan mempunyai kebutuhan Jamkesda
yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang
mempunyai pengetahuan kurang baik. Proporsi respon-
den yang berpengetahuan kurang baik lebih membutuh-
kan jaminan kesehatan (73,3%) dibandingkan dengan
yang berpengetahuan baik (71,8%). Tidak terdapat per-
bedaan yang signifikan pada kebutuhan jaminan keseha-
tan antara yang berpengetahuan baik dan yang berpenge-
tahuan kurang baik. Responden yang berpengetahuan
baik dan kurang baik sebagian besar membutuhkan
Jamkesda.
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara res-
ponden yang membutuhkan Jamkesda. Proporsi respon-
den yang mempunyai keyakinan mutu PPK yang baik se-
besar 72,7% dibandingkan dengan responden yang mem-
punyai keyakinan mutu PPK yang kurang baik sebesar
71,7%. Hal ini menunjukkan kebutuhan Jamkesda yang
6
Tabel 4. Hasil Analisis Multivariat dengan Regresi Logistik
Variabel B SE             Wald             Df              Sig Exp (B)
Persepsi tarif pelayanan kesehatan 1,054 0,425 6,151 1 0,013 2,869
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sama antara responden yang mempunyai keyakinan mu-
tu PPK baik dengan responden yang mempunyai keya-
kinan mutu PPK kurang baik. Penelitian ini menunjuk-
kan proporsi responden yang mempunyai pola pembiaya-
an kesehatan yang kurang baik membutuhkan Jamkesda
sebesar 78,0% dan proporsi responden yang mempunyai
pola pembiayaan kesehatan yang baik membutuhkan
Jamkesda sebesar 67,6%. Secara teoretis, seharusnya res-
ponden yang mempunyai pola pembiayaan kesehatan
yang baik lebih membutuhkan Jamkesmas. Hal ini me-
nunjukkan fenomena berbeda dengan teori yang ada.
Namun, tidak terdapatnya perbedaan signifikan antara
kebutuhan Jamkesda pada kedua kelompok responden
ini menyebabkan tidak terdapatnya hubungan keyakinan
mutu PPK dengan kebutuhan Jamkesda.
Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagi-
an besar masyarakat Kabupaten Banyumas (72,3%)
membutuhkan Jamkesda. Selain itu, tidak terdapat hu-
bungan antara pendidikan, pengetahuan, pendapatan,
keyakinan mutu pelayanan kesehatan, dan pola pembia-
yaan kesehatan dengan kebutuhan Jamkesda. Terakhir,
terdapat pengaruh persepsi terhadap tarif pelayanan ke-
sehatan dengan kebutuhan Jamkesda.
Saran
Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas disaran-
kan segera menyusun peraturan daerah mengenai
Jamkesda guna memenuhi kebutuhan Jamkesda.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas di-
sarankan bekerja sama dengan Jurusan Kesehatan
Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman untuk me-
lakukan studi lanjut tentang kemampuan membayar
Jamkesda, model pengelolaan Jamkesda, dan bentuk
promosi Jamkesda.
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